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PUTUSAN
Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jawai, XXX, agama Islam,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat

tinggal di XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu

Raya, Kalimantan Barat;

Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pekerjaan

Usaha Toko Pakaian, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

Jalan XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

Kalimantan Barat;

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2023

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor

682/Pdt.G/2023/PA.Sry, tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil yang pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal XXX Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta

Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat

berstatus perjaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman

milik orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Dusun Parit

Mayor Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya selama 2

(dua) tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman milik bersama yang

beralamat di Jalan XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya,

hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sudah

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 ANAK I, lahir di Kubu Raya, tanggal XXX, NIK. XXX, umur 9 (sembilan)

tahun, pendidikan kelas IV SD, berjenis kelamin Perempuan;

4.2 ANAK II, lahir di Kubu Raya, tanggal XXX, umur 11 (sebelas) bulan,

berjenis kelamin Perempuan;

Sekarang anak-anak tersebut berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat;

5. Bahwa, sejak bulan Oktober 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis;

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

6.1 Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas;

6.2 Tergugat malas bekerja;

6.3 Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat

dengan Tergugat;

6.4 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan

kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

6.5 Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering emosi dan

berkata kasar hingga mencaci maki Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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6.6 Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ketika orang tua

Penggugat menasehati dan menegur Tergugat;

6.7 Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat;

6.8 Ketika Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat berkata kasar dan

mencaci maki anak Penggugat dan Tergugat hingga melakukan kekerasan

dalam rumah tangga kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Atika Alya Mukhbita binti M. Reja Ajiwibowo;

6.9 Pada tahun 2021, ketika Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat marah

dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat hingga

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat kehilangan anak dalam

kandungan Penggugat;

7. Bahwa, puncaknya pada tanggal 19 September 2023, yang disebabkan oleh

Tergugat marah kepada Pengggugat dikarenakan Tergugat tidak terima orang

tua Penggugat tidak turut membantu merawat Tergugat di rumah sakit, padahal

aturan di rumah sakit membatasi pihak luar untuk mengunjungi pasien rumah

sakit, sehingga Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada

Penggugat, serta Tergugat mengancam Penggugat untuk membunuh

Penggugat dengan pisau dan alat mesin bor di rumah kediaman milik bersama

Penggugat dan Tergugat;

8 Bahwa, sejak kejadian pada posita 7 (tujuh), Penggugat pulang ke rumah orang

tua Penggugat yang beralamat di Dusun Keramat I Gang Kantor Gang Rukun

Bersama Nomor 7, RT. 011 RW. 001, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai

Raya, Kabupaten Kubu Raya;

9. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi layaknya

suami istri;

10. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

tersebut sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Disclaimer
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11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak

sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan

memilih untuk bercerai;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya

pemeliharaan Rp500.0000 (lima ratus rupiah) biaya pendidikan Rp500.0000

(lima ratus rupiah) dan kesehatan Rp500.0000 (lima ratus rupiah) sampai

dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak

sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu,

Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk

anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar

putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan

kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar

biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)

anak yang masing masing bernama Atika Alya Mukhbita binti M. Reja

Ajiwibowo, lahir di Kubu Raya, tanggal 26-04-2014, NIK. 6112016604140005,

umur 9 (sembilan) tahun, pendidikan kelas IV SD, berjenis kelamin Perempuan

dan Muhammad Arsya Alfarizqi bin M. Reja Ajiwibowo, lahir di Kubu Raya,

tanggal 26-10-2022, umur 11 (sebelas) bulan, berjenis kelamin Perempuan

sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang

diberikan melalui Pengguggat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai

anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

kesehatan;

4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator

Irwanto, S.H., CPM., sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2023,

akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya ternyata Tergugat tidak pernah lagi

hadir dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut

sebanyak 2 (dua) kali dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang jelas, selanjutnya

Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

tidak lagi dapat didengar jawaban atau bantahannya:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXX yang

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal XXX yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos

(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda

P.2;

B. Saksi:
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1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Sungai

Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang

mengaku sebagai Ibu Kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 1997 yang lalu;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Desa Kapur

Kab Kubu raya;

 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai seorang anak;

 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2013

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pengugat

dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dan Tergugat adalah malas bekerja dan tempamental;

 Bahwa kurang lebih sejak sebulan yang lalu hingga sekarang

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena

Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan selama

berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan

memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;

2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, Kecamatan Sungai Raya,

Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku
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sebagai ayah kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

pada tahun 1997 yang lalu;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Desa Kapur

Kab Kubu raya;

 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

seorang anak;

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun

dan harmonis, namun sejak Oktober 2013, keharmonisan rumah

tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung

Penggugat dan Tergugat bertengkar;

 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat datang ke rumah

saksi dan tiba-tiba memukul Penggugat. Lalu, saksi mendamaikan

keduanya dan bertanya ada apa, dijawab oleh Tergugat bahwa ia

cemburu. Tergugat tidak kerja, hanya jaga toko yang merupakan

warisan dari orang tuanya dan apabila ada kekurangan pada toko

tersebut, yang diminta untuk menutupi kekurangan adalah

Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

sebulan yang lalu karena Penggugat pulang ke rumah orang tua

Penggugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat

sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi

dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap

mempertahankan gugatannya dan mohon putusan sebagaimana telah termuat

dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak

berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo

telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan

mediator Irwanto, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17

Oktober 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan

perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya ternyata Tergugat tidak

pernah lagi hadir dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan

patut sebanyak 2 (dua) kali dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, sehinga

tidak dapat lagi didengar jawaban ataupun bantahannya

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat telah

melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar

diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sejak Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
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disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat malas

bekerja, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat

dengan Tergugat, Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat

melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Ketika terjadi

perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering emosi dan berkata kasar hingga

mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ketika

orang tua Penggugat menasehati dan menegur Tergugat, orang tua Tergugat

sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat,

Ketika Tergugat dalam keadaan emosi, Tergugat berkata kasar dan mencaci maki

anak Penggugat dan Tergugat hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga

kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX dan pada tahun 2021,

ketika Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat marah dan melakukan

kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat hingga mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat kehilangan anak dalam kandungan Pengguga, yang

akhirnya sejak sebulan yang lalu, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat

tinggal hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Ya Sardimin bin Ya

Syafarudin, Lia Rosa binti Yasin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan

Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan

Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu, gugatan Penggugat

telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXX) dan saksi 2 (XXX) telah memenuhi

syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal
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308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa memang benar telah terjadi

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat

keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak

ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

 Bahwa sejak Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

permasalahan ekonomi dan sifat Tergugat yang tempramental;

 Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah

tempat tinggal;

 Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan

kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan

harmonis, namun sejak Oktober 2013 tidak harmonis sering berselisih dan

bertengkar yang disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak mau

bekerja dan sikap tempramental Tergugat tersebut yang akhirnya berakibat pada

pisah tempat tinggal sejak sebulan yang lalu sampai sekarang;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus

ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan

perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara

suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang

harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat,
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yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya

mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan

mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur

alasan terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus sejak Oktober 2013 dan telah pisah tempat

tinggal sejak sebulan yang lalu, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat

dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu

perceraian;

Bahwa sejak terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga/orang dekat

sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak sanggup

lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua

dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan

sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun

upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan

demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria (suami)

dengan seorang wanita (istri) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan

kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (sakinah,

mawadah, warahmah) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang

berbunyi:

�Q�\�L �Q�\�L�� �R�m �Q�\�L �Q�\�L �Q�\ �Q�\�Ϝ�˶�δ�m L���ĀL�Ā�m Ā�����\�Ϝ���L �L����L�� �Ύ�Ϭ���L �Q�\�����㷟 �Γ� �͉��\ �㷟�����⿏�L �R�� ���⿏ �Σ�L�έ
�Ε�L��� �ϡ���Ϯ�L R�L���\�˶����

Artinya: ”Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berfikir”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari

perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan

seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak

ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh

lagi;

Bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak

mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan

cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk bahwa

antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti

ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim

berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap

dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah

membuka pintu perceraian;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan

batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk

bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara psikologis

akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah

kehilangan sakinah, mawadah warrahmah (kedamaian jiwa dan ketentraman hati,

saling mengasihi dan menyayangi) tersebut;
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Bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa penyebab dan dari

siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain,

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih

dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni

1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah

tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah

tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka

dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat

mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang

bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah)

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh

Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1)

dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli

hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil

alih oleh Majelis Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;
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maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp215.000,- ( dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai

Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Patrawira Akbar

Nugraha, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya

Tergugat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PA.Sry

Ketua Majelis,

Ahmad Affendi. S.Ag

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Hakim Anggota,

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 70.000,00

4. PNBP Rp 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


